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KEPUTUSAITT KTPALA I(AITTOR WILAYATI I{EMEIIITERIA.r AGA*IA
PROVIUSI JAWA TIMUR

IltoMoR 2794 TAHUn 20L7
TEITTAITG

PEMBERIAil IZIII PEilDIRIAN / OPERASIOITAL
MAI'RASAH TSAI{AWIYATI MUIIAM!ilADIYNI 03 KTTRO KABUPATEIT PACITAIS

PRO\rIITSI JAWA TIMUR

DTITGAII RA}IMAT TUHAIT YANG MAHA TSA

KTPALA KAITTOR U,ILAYATI I{TMTITTTTRIAIT AGAMA PROVNTSI JAWA TIMUR,

Menimtlang : a. bahwa dalam rangka memngkatkan akses pendidikan
madrasah yarrg bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini tel,ah rnemenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
PACITAN Nomor : B. 49ll /Kk.13.01.2/PP.OO /11/2A16
Tanggal 18 November 2016;

d. bahwa Lrerdasarkan per[imbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzir.
Pendirianl Operasional MADRASAH TSANAWryAH

Meagingat : 1.

MUHAMMADIYAH 03 KETRO KABUPATEN PACITAN
Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2AA3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Tatrun 2005 Nomor 41, Tambahan l"emLraran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 20OS tentang Standar Nasional Pendidikan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lemhraran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

b.

2.

ffip



6.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan LemLraran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a\;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O7O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5i5O)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun ZOLO tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2AIO kntang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Fertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekoiah Menengah
AtaslMadrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2A1A
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2413
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupatnn / Kota;

Peratur"an Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tatrun
2OL6 tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2OL3 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah:,

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2A14 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tatrun 2A15 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzrrr
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Penggalti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokume n Tzin Pendirian Madrasah;

7.

8.

r.r:7.

7



Menetapkan

Y'TN A MT TIl.tLDftl u

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KtrMtrNTERIAN AGAMA
TtrNTANG PtrMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADTYAH 03 KETRO
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tida-k terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
meirakukan pelalggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
trrerundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoaq'o
pada tanggal 16 Mei zAfi

R WILAYAFI
AGAMA

AWA TIMUR,
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LAMPIRAN

fr,H$^YfHffBi*tffiffifl,,^
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2794 TAHUN 2OI7
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIANI OPERASIONAL
MADRASAH TSANAIViYAJ-I MUHAMMADryAH

3i#IITfiJHTBUPATEN 
PACTTAN PRovrNSr

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

R WILAYAH
AGAMA

.WA TIMUR,

1 Nama Madrasah MUHAMMADIYAH 03 KETRO

2 Nomor Statistik Madrasah L2r235A10013

3 Alamat Madrasah JALAN PACITAN LOROK KM 15

DESA KETRO

KBCAMATAN KEBONAGUNG

KABUPATEN PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara MUHAMMADIYAH

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 285, DR. H. HAEDAR NASHIR, M.Si

6 Pengesahan Akte Notaris

O rganisasi Penyelenggara

AHU-88.AH. 0 1. 07.TAHUN 20 1Ol

23 JUNI 2O1O
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